SUATU ANALISIS PEMBAHARUAN
HUKUM PIDANA TERHADAP
PIDANA MATI

OLEH :
RB SULARTO, SH

BAGIAN HUKUM PIDANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
1995



SUATU ANALISIS PEMEBAHARUAN HUEUM PIDANA
TERHADAP PIDANA MATI

PENDAHULUAN

Penjelasan Undang-undang Dasar 1945 telah menegaskan
bhahwa Indonesia adalah negara yvang berdasar atas hukum
{Rechtsstaat:, dan tidak berdaszar atas kelkuasaan belaka
(Machtsstaat) . Ini mengandung arti bahwa negara dalam
melaksanakan apapun larus dilandasi oleh hukum  atau  harus
dapat dipertanggungjawabkan secara hubum. Dengan  demiltian
upava-upaya untulk menanggulangi kejahatan secars  otomatls
pula harus berdasarkan hulum dan dalam hal ini lebih  lkhusus
adalah hukum pidana.

Perkembangan hukum pldana di Indonesia dimalail sejak
masa pendadahan Belanda, bahkan dapat dikatakan bahwa produk-
produk  hukum peninggalan penjajah Belanda masih  mendominasi
Eehidupan hultum Al Indonesia. Meslipun demikian bukan berarti
hal itu diterima begitu saja. melainkan teiuh dilakukan
upava-upayva untuk pembaharuan hukum pidana.

Upayva-upayva untuk pembaharuan hukam pidana pertama
kali mendapat perhatian pada saat dilaksanakammya Seminar
Hukum Nasgicnal I pada tahun 1963. Zejak dilaksanakannya
Seminar Nasional Hukum Nasional I tahun 1963 hingga Seminar
Hukum Nasional VI fahun 1994, banyak kesepakatan yang telah
dicarail dalam bidang pembaharuan hulum pidana.

Kesepakatan yang cukup renting sepetulnya telalh dihasilkan
oleh BSeminar "Penelaahan Pembaharuan Hukum Nasional" yang
diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hulkum Nazional
Departemen Kehakiman pada tanggal 14 - 16 Juni 1982. Seminar
tergebut telah menyvepakatl pembaglian tiga perscalan pokok
dalam hukum pidana. Tiga perscalan pokok dalam hukum pidana
tersebut adalah “perbuatamr- yang dilarang'. ‘“orang vang
melanggar larangan’, dan "pidana’ ataun dikenal Juga  dengan

parsoalan mengenai  "Tindak Pidana', "Pertanggungjuwaban
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mazvarakat. Nestapa hanyalah sualua  bujuan yang  terdekat, .

dengan  mengambil  contoh  vang sl dapatlah disebutlan

ucapan dari Hence Burnet., seor Fadsim Az Inggria

Dikatakannva kepada seoransg yvang telah mencuri huda "o
art Lo be haneed. not [or havinzg atolen fle hopse. but  ind
order  that obther hopses may ot be stolen' . Jacdi ada suatu

tuduan lain dalam mendatubiian plidans Lt

Jenls pildana vang dikenal Jdan dirumusion dalam huiktum
pidana  dl berbasal nesara cukup beraneka ragam.  Dalah zatu
dari  kesanskaragaman  pldani yiteg  cubup o banyal monimbulkan
polemik adalah pidana mati. Fenjatuhan pidana mati  acapkalil

menimbulksn mazalah-masalah lain yvang oulup he . bankan

telah  sering mengakibatlan hubungan beall satu negseoa dongan

negara lalinnva nendadl terganzou,

Meakipun penjatuban pidans nabtl disadari meninbulkan

resiko vang cukup besar, namun  banyal negaca Jdi dunia,

termasuk Indonesia, masih tebap mempertahanbkoan cidana matl

dalam  Thulkum pidananya. Kenyataan ini menjadiken pidana  matl
sebagail zsalah satu Jenis pldana vaneg paling Dibenci sekallgus

dibutuhkan kehadirannva.

Foeslan Saleh. Stelzel Pidans Indonesia. {Jakarta: 198353y,

hal. 9.




PERMAZATAHAN

Fertitik tolak dari uraian-uraian  zebelunnya,  tidak
dirazulkan lagl bahwa sidana mati merupalan salah zgatu  Jenis
pidana  yang  ocukup menarilk untul dikaji. terlsbib Lagl
dikaitkan dengan upayva-upava pembaharuan hulkun plidana.  Oleéh
karena itu dalam tulicen inl diajulkan beberapa  permasalahan,
valtu T
1. Pagaimanakah pidana meti  dirunuskan dadon habuae pldana

positif di Indonesin 7

rd

fiad

Zedauhmanakah upayva ponbaharcoan hukuanm widanza 410 Indo-

asia khugusnva terhadap masalah wpidana matil

PEMEAHAZAN

Pidana mati =zebagal suatu  Jenizs  plidana  scbonarnva
. . . . -
tidak disukalil oleh banval crang. Sunggubpun demilkian->, soal

ini mazih =
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lalu manjadi seal dalam  lapangan Llou hakum
pidana: kadang-kadanz menjadi soal yang rwenling lagl, lkarena
adanva teriakan-teriakan di tengah-tesngah wnasyoaralkat  meminta
untuk kembali diadaltannyva huluman seperti itu, dan mendesak
agar dimasukkan kemball dalam kitab undang-undang. Tetapl
pada umumya lebih banyalk orang yang contra terhadap adanya
pildana mati ini daripada vang pfo.

Panval negara di dunia ini vang telsh menghapuskan
pidana mati dalam hukum pidananya. Zedansglan di  Indonesia,
menyimpang3 dari azas konkordansi, dimana FKitab Undang-undang
Hukum Pidana vang diberlakukan di Indonesia  itu  seharusnya
concardant atau overeenstemmig abaupun sesual dengan Wethoek
van Strafrecht vang berlaku di negeri Belanda.  pada waktu

Wethbosk wvan Strafrscht veoor Indonesis  Ltu dengan Putuaan

Thid. hal. ZO.

P a7, Lamintang. Hulkum Penitenzier Indoneslisa. (Eandung
19848, hal. 43




kerajaan tanzgal 15 Oktober 1915 Momor 332, Jtastasblad  tabun

. u

1915 nomor 732 Jo. Staatshlad tahun 1917 nomor 497 dal nonor

645 mulal diberlsakukan di Indeonezia pada tangg: 1 Januari

1918, pidana mati itu telah teprcantun sebagal pildana  pokok
pada urutan pertama dardi urutan pidanza pokol sebagaimana yaug
telan ditentukan di dalam pasal 10 dari Eilitalb Undang-undasng
Hulkumn FPidana kita.

FPencantuman pidana matl terssbhut dalam Eitab  Undeng-
undang Hulum pidana tersebut didasarkan atas bLeberapa alasan.
Didalam® rendelasan  kebilka wmembentuk Eitab Undang-undang
Hukun Pidana itu dinyvatakan bahwa alasan-alasan ita terletak
rada keadaan-keadaan yaﬁg khuzue dari  pada  Indonesia  Ind
{ sebagai dajahan dari Belanda. BEahava terganggunya
ketertiban hukum  disini  adalah  lebih besar  dan lebih
menganbam. Penduduknva heranslia WERITIE , Vang besar
kemungkinannya untuk bentrokan dan lain-lain. Pemerintah  dan
kepalizian disini kurans lengkar. Berdasarlkan Leadaan-keadaan
ini maka dipandang tidalk dapatlab dilonyapkonr pldans mati ltu

sehaeal senjats yang ealing ungsul dari Pemeaclialahear.

Dalam @ berlakunye Hltal Undare-undang Hukwn

Pidsna  lkita Al tanah alre. taliaan 1od CRulka Huloam
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Panitensier Indonsszia oleh
terdapat Lidal karanz Jdari delavan belas pasal Fitab  Undang-

uncdang Huluam Pildans vang
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termasil pula di dalam kiﬁﬁb KOME venge oleh pencrbidbiova telah
diberi Jjudul EUHP terjismahan rezmi oleh Tim Penerjeman  Badan
Pernbhinaan Hulkum Hasional Departsmen  Kehakiman, ternvata
Pldana mati itu hanve ddancamban di Jdalan sebelas pasal KUHP,
maging-maging di dalam pasal-wvasal 0 104, 110 avat (10, 116
ayvat  (2y., 111 avat (2, 1329, 140 ayat (3, 105, 340, 444,
479k avat (20 dan 4790 avat (2 RuHe.

i luwar Kitabh Undang-undane hukoan pldana, pldana matl
itv antara  lain telah diancambkan di 0 dalam zojumlah pasal

Fitah Undeng-undanzg Hukum Fildana Militee., miz Jdabam

szal-pasal @ BAd anzks 1 dan 2, 85 angks 2 dan 5, S8, 87 dan
28 FUHEM. di dalam pazal 13 avalbt (L0 anegha-somla U ocampal 5

- ~

clarr vovsa T 1T et 0 Thiedagee woedoany oo D Py o T V00

et

Centang Pemberantssan Heglataon Subversi, di dalam  pacal 08

ed]

avab dy hueal bodon vasal S8 uwyvat (0 bnaead U Dodang-
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Homor 9 fahur 1978 Centang Havhetika, A dalan paonl f ayal

Aart Peratiran Poneeintab Do coay Db wiotane Homer

21 Tahun 1999 tentang Memperberal Ancoman Fidans beriadoag
3 . Poer! - . . ) - . . .
Tircdsd Pidans Ebonoml dan ladn-losia. > Diiloamreloz bbho berdasal

pula  dalam Undang-andaneg Nomoer b2 Dt Tabhun 19501 tentang
Sendata Api.

Eerdazarkan ketentuan daleam paoal 11 FUHP, pildana matdl
ity dilaksanakan olel secrang algodo vada  tempal  ganbungan
dengan menderatkhan ball vang terilbat Jd1 bilang santungan pada
leher terpidana kemudian mendatuhlan pcavan tempat  terpidana
Bardliri., Cara pelalksonaan pidana matl berdasarkan pasal 11
EUHP tersebot kemadian mengalami beborapa kalid perubahan.

Ketentuan toerakhir tentang pelalsanaan pidana mabd
Proesiden (PENPRIND Lapogal 2V April

19684 Homor 2 Tahun 1984, Lewmbaran Neguara tahan 1904 nomor 24

Aiatur  dengan Penstuapan

vang kFemudian telah mendadi Undans-undang nomor O Poes Tahuao

1984, Tata cars pelaksanaan pldansa mati delam lingkungan

T, 2 T~ 1 oy B



peradilan wmun diatur dalan vasal 2 zoncal dengan 180 Undang-

undang Homor 0 Pnpe Tahun 12824 tersebol antara ladin

menvatakan
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dalem  Janeks waktu tiea kall dus polaobh empat Jdam zebelunm
zaat pldana mati 1tuw dilaksanalan, Jaksza tingegl atau Jdaksa

vang  berzangkutan harus pemberitahulan bepaazn torpldana
i

tentany akan Jdilakzanakaomva pldana mati tersebut . Avablila

tarpidana berlkeinelinan uantull mengemuialian muate. maka

Vaberangan abau pessanmya 1tu diterima oleh JSalex tinggd
atan aleh Jakesa tersebual:

-

apabila terpidans merveakan osorans wanid

Al g

hamil, maka pelalksanaan darl gldana mati  harus  ditunda

hingga anak vang dikandunenyva itu t=lah lahir;

tempal pelaksanaan pidana matl  ditentulan oleh Menlerl

Kehakiman, vakni di dasral hukun derd oo

tingkat
pertama YaNng telszh mamuiinzlan pldana mak i Yang
berzanglkutan:

Fepala Polisi darl daerah yang bevsangkatan bertang- sung

Jawalb  mengenal welaksanasn dard widana mati Lersebut

1

setelall mendensgar naseshat dari 3

aa tingsl  atau  dari

Jaksa  wvang  telah melakukan venuntutan pidan mati pada
revadilan tingkat rertama;

pelaksanaan pidana matl l1tu dilalouwdean clsh 2uata regu
penemtrak  poliszi  dibawah-pimpinan  darl  @eorang  perwira
rolisl

Kepala Poli=i dari daerah vansg bersangkutan (atauw  per-
wira vang ditunduly harus menghadiri relsbksanaan dari
pldana mati itu., sedang pembasla dari terpidana  atas
permintaannva sendiri atau atas permintoaan darl  terpidana
dapat menghadirinya:

pelakszanaan dari pidana mati itu tidal boleh dilakdkan di”
maka uman:

penguburan Jenazah terpidana dizerahkan kerada  keluarga
atau lkepada sahabat-sahabat terpldana. dan harua  dicegah
welaksanaan  dari penguburan vang  sifatnya demonatratip,

kecuall demi kepentingan umum malka daksa fingzi atau Jaksa
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memperhatikan beberapa ketentuan vang berdapat 41 da
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vang herzsangkutan dapat mensntukan lain:

aatelah ol pidans  mabtl ltw sgleasal  Jdi-

arialan maka Jaksa tinzzl atau Jalkesa vang  bersans

sutnn

harus  membuat  berita  soara mengenal pelaksanaan Jdard

vidana  mati bersebul.  dlwnoa ded dari Lerita acara

terselut camudian havus  dicantumikan Jdi dalam Sarat
FYeputusan dari venzadllan vang Lberasangkuton.

Intulk melaksanakan pidana mabl 1tu,. srans juga harus

lam vasal

il

dari Undaneg-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentanzg Permohonan

. Q
Grasi vang mengatalkans
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{3

Jika pidans matl dijatihlan oleh pengadilan., maka  pe-
lakeansan dari wpidana tersebuat tidak Lolsh dljalanlan
sgelama 30 harl terhituns mulail hari berikut  dari hari
kerutusan 1tu mendadi tidalr davat divbab kembali, depgan
prengertian  bahwa dalam bhal beratusan Jdalam pemerilksaan

wlangan vang dijatuhkan olsh pengadilan ulzazan, tenggang

s line
wadtbu 30 hardi itw dibitung mulal hael  beriboboyn dacd

hari keputussn itu telah dibevitabulan kepads tervidanag
Jika tervidana dalam tenge:ang wallu vans teroebut Jdalam

avat (1) tidalk mengadulkan permchovan grast. wmaks panitera

terasbut dalam pazal € ayal (1) - yvakni panitera dari

pengadllan vang telah memutuskan perkaranvs vada  tinghkat
pertama  gegera harus memberitahukan hal terszebut  kepada
hakim atau - ketua pengadilan dan Jaksa atau epala
kejaksaan thersebhut dalam pasal 8 ayvat (13, avat (3) dan
avat (47 -  wvakni  thakim, ketua pengadilan, kepala
kejaksaan pada pengadilan vang memutus pada tingkat
pertama serta Jaksa yang melakulkan wmenuntutan rada
peradilan tingkat pertama - dengan  catatan bahwa
ketentuan-ketentuan dalam pasal & berlalku dalam hal ini;

Pidana mati itu tidak dapat dilakcanakan sebelun pu-
tugan Presiden  itu sampal pada  kepala Lejaksaan  vang

r =

dimalksud  dalam pasal 8 avat (2 abtau pada poegawal  yang



diwadiblan puatusan halim,

Soia ere ranes ban Len b

Mesmlipun tldal adsa dats pactld

sumlzah terpidana vans telah dijatubl pidana matl sejasik pldans

mati  dirumuskan dalam holum pidans positil

Inddonesia, nadnun

pidana mati merupakan galah satu jenis pildans  yang  ocukug

ser

vali
kal

ing dijatuhkan oleh hakim. Dalam hurun wakta 100 Lahun,

tu antara tahun 1972 sampail denzan tahun 1890 terdapat 7
i putusan pidana mati yvang dijdatuhkan oleh hakin, 10

Pidana mati merupakan jenls pidana yang paling  bLeprat

dari susunan sanksi pidana dalam  silsten  pemidanaan di

Indonesia. Dapat diperkirakan zeandainya pidana mati  inl

dapat.  diganti  dengan Jenis pidana lain vaneg  sama beratnva

mungizin  tidak ada masalah. Akan tetapi maszalshnva  selkaran

ials

per

dar!

=2
o
ah apakah pidana mati harus dibapuskan., ataukal
kembangan pidana matl ini maslh Ltebap akan  dipertahankan

i susunan sanksl pidana denwan disesuallian mendadi  sanksi

. . [P |
hulkum vang bersifat ekesepsional duwn selehyif oL

Ind
mat
Ran
dis
dis
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lzhu

pidana mati dijabarkan zeba

1.

Zikap yang diambil oleh para pembahare hukum  pidana
onésia ternvata  masih mempertahankan  keberadasan  pidana
i dalam  hukum  pidana Indonesia, Dalam  Konsep  (Naskah
cangant  Kitab TIndang-undanz  Hokwe  Pidana (Baray  yang
usun Panitia Penvusunan ELHI KUHP 1931 /1092 et
empurnakzan  oleh Tim Kecil sameal dengan 15 Maret 1893,
egaslzan  bahwa Pidana mati merupakan pidana vang bersifat

sus  (pasal B8y, Lekih lanjut dalam Konser EKJHP  tersebut

T.

ral berikut

o

Pazal 789

(o
t

1Y Pidana mabl mempunyal sifab khususg serta  dlancamlian

dan dijatuhkan semata-mata untuk mencezah dilakulkannyes

n
tindak pidana tertentu denzan menegakian norma huakun

da Nawawi Arief. Kebijalan Les
RKedahztan Dengan Pidana

Dalam Fouangea-

s, Demarang: 19940




demi pengavoman masvarakat.

(2 Pidana mati dilaksanakan tidak d4i mulka umum dan dengan
menembak terpidana sampal mati oleh regu tembak.

(3) Pidapa mati tidak dapat dijatuhkan kepada anak di
bawah umur delapan helas tahun.

(4} Pelaksanaan pidana mati terbadap wanita hamil a- tau
orang  yang =sakit  Jiwa ditunda sampal wanita  itu
melahlrkan dan crang vang sakit Jilwa itu sembuh.

{5y Pelaksanaan pidana matl bari dapat  dilaksanakan
setelah ada persetuiuan Presiden atau penolakan grasi
oleh Presiden.

Fasal 80

(1) Dalam hal pidana wmati harus dijatuhkan tetapl hakim
memandang bahwa pidana mati tidalk perliu dilaksanakan
dengan  zegera mendingat reakesl masyaralat terhadap
terpidana tidalk terlalu besar, terpidana  menundukan
rasa menvesal  dan  ada  harapan  untul diperbaiki,
kedudukan  terpidana  dalam penvertaan bindalh pldana
tidal  terlalu  penting dan  ada  alasan-alasan  vang
meringankan. maka  halklm  dapat  menmerintahkan agar
pldana matl  tersebut ditunda pelakeanaannya  dengan
masa pereobaan selama sepalubh tahun,

() Dalam hal hakim memerintabhkan penundaan pidane ma- Ll

sebagaimana tevsebul pada avat (17 di atas, maks

et

Silamana  dalam masa percobzan  beryidana menunjukan
gikapr dan tindakan vang terpaiil. malka dengan Keputusan
Menteri Eehakiman pidana mati dapat diubkab menjadi
pidana penjara sewnur hidup atau pldana penjara paling
lama duapuluh tahun.

(3% Apabila dalam masa percobaan terpidana  tidak me-

nundulkan  rasa menvesal dan tidak ada  harapan untukl

diperbalkl, maka pidana mati dilaksanalkan atas
rerintah Jaksa Agung.

Pazal 81
Apabila terpidana matl yang telah Jditolak grasinya,

tidal dilalzsanakan selamz sepuluh tahun, bukan karena

58]




terpidana  bsrsangkutan melarikan dirl. maka dengan

Heputusan Menteri kehakiman pidananya dapat diubah

menjadi pidana pendara seumur hiduag.

Ferumazgan pidana mati yvang ditetapkan asecara berasyarat
dalam Fonsen EUHP twréwhut merupalkan suabu upayva Jalan btengeh
vang  ditempuly oleh pa”a Fembaharu  Hulum Piduana  Indonesia
untuk mengakomodasikan pendapat-rendarat darl para pihale baik
vanz kontra (abolisionis) maupun vang pro  terhadap  pidana
mati. Sikap vang ditempub ini btampaknya dapat  dimengerti

mengingat daslam aetiar vpava pembabaruan hulown pidana (dalam

hal  inl  kebijakan hukwn pidanay  harue  aslzalo menerapkan

pendelatan vang tidalk semoata-mats Lerszsifat yuriddis normatif,

tetaprl Juga pendslatan vang bergifat vuridis Falktual ¢ dapat
berura pendekatan sosiclogia, histeoris dan koovaratify  dan
hahkan jugsa memerlukan pendekatan vang bersifat  komprehenslf
dan intewgral.

Pembahaszsan pidana matl dari berbagail  pendekatan  ini
sudal banvalk dilakukan bulkan saja oleh ahli hulum tetapi Juga

ahli dari disiplin ilmue lainoyva., Demikian  pula masyarakat

internagicnal telah membahas pidana mati  ini  di dalam
berbagai forun. Salah satunya adalall  dalam Sorum Bixth

United Nations Congress on The Prevention of Crime and the
Treatment of Offender vang dizelenggarakan di Caracas,
Venezuela pada tanggal 25 Agustus - 5 September 1980, Dalam
laporan vang disilapkan oleh Zekretariat PBEB tentang Kongres
tergebut . terdapat bagian vang berjiudul "Reports of Sessional
Rodies and Action Taken Thereon By The Congress’ yanz isinya
laporan dari bkeberapa Komite, antara lain dari Romite 1 yang
membahas agenda 7 dengan poldk "hahasan " United Nations Norms
and Guidelines in Criminal Justice; from Standard-Setling to
Implementation, and Capital Punishment”™.

Laporan badan PEE vang menuat haszil darl Eongrss VI
tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinean Para Pslanggar
tersebut memang tidak satupun berisl resclus tentang
permasalahan Pidana Mati., Dalam laporan badan PER Lersabut

hanva tercantum lampiran yvang berjudul "Draft Proposal for

e




Further Consideration by The Legislative Bodies of The United

Nations” vang =alah =zatu satunya berisi btentans Draft
Regnlusi Pidana Mati vaneg diadukan uleh heberapa negara valitu
Austria. Equador. Bepubklik Federal Jerman dan Swedla, gerta

Amandemen  dari Draft Rezolusi tadi  wvang  Jdisampallan oleh
Megir.
Dratt rescolusl tentang pidana mati vang diajukan oleh
negara-negara tersebut terdiri dari 2 paragraf vang sebaglan
egay  herigil paragraf yvang pada intinva menyverukan  kepada
semua anggota PBE untulk melakukan penghapusan tecvhadap pidana
mati. Hanva ada =atu paragraf vang memaabt 2eruvan untuk

memberlakulan vidana matl egecara  kbhusus beruvarat Lagl

anggota  PBE vang ingin menerspkannva, valtu paragraf 7 yang
iginva =ebagal berilkut

Tnvites those States which have not  abolished
capital  punishment to  aprly, inter alia, the

following generally accepted Internatlional  human

right standars

{a) Capltal punishment may be imposed only Do the
moat gerious crime:

(L Capital  punishment may ke lmposed only  in
accordance with ths law in foreoe at the time of
the commizssion of the crime. - - =

() Sentence of death ghall not be inposed  for
erimes  committed by perscons bwla 18 years of
age and shall not be carried out o pregnant
WOMen

(d) Capital punighment shall not be carried out
pending any appeal proceeding or other
proceeding relating to pardon or commutation of
sentence;

(e) Capital punishment may only be carried out
pursuant to a final Judgement rendered by
competent court after legal process which gives
all pozasible safeguards to ensure a fair trial,

including the right of anvone suspected of  or

11




charged with a crime for which death @entence
mayv be imposed to adeguate legal assistence at
all stages of the proceedings;
(f) Anvone sentenced --te. death  zhall have  the
right o appeal  to  a  court of higher
Jurisdiction:

{g) Anvone sentenced Lo desth s3hall have the
right to  seek pardon  or commatation of

sentence:
(h) Amnesty. pardon or commutabion of centence
may be granted in all cases of death sentences.

Pokok-pokok pilkiran vang terkandunyg  Jdalanm draft
resolusi di atas dan Juga kesepakatan-kesepakatan vang telah
dicarai pada zaat pembzhasan Agenda Nomor 7 dalam Komite I
pada kongres tersebut, sedikit banval Lelah menuniullan
pengaruhb dari Gerakan  Abolisioniame Jdi darlam dalam
perlkembangan hulkum pidana. Pengaruh Geralan (f#12
Aholisionisme tersebut memansg tidak boleh diabaikan begitu
saja. terutama dalam kaitannya dengan upaya-upava pembaharuan
hukum  pidana. Menurut MuladilZ, bagli hits yvang  berads pada
tahapan pembaharuan huloam pidana nasional, segala gerakan
vang fterdadi haruzs dikadi secara teliti, ssbhab geralkan
gemacam abollisionisme di atas walaupun lebih banyvak bersifat
"moral movement'”, Jauh dari realitas. Fungsi hukum pidana
adalah melindungli dan sekaligus menjaga keseimbangan antara
kepentingan negara dan masyvarakat, kepentingan si pelaku
Ltindalk pidana dan kepentingan sl korban. Dan dalam hal-hal
tertentu vang dimatuhkan adala Jangan SAMDA L siatem
veradilan pldana  yaneg tidak dapat menghindarkan diri  dart
sifatnva vang punitif dan represif tersebut, Justru mendadi
kriminogen.

Feberadaan dan  dipertahankannya  pildana macl  dalam

17, Muladi. Pengaruh  Gzrakan Abolisicnizme terhadap  Pemba-
haruan Hukum Pidana Indonesia. Semarang @ Fakuoultas Hukum
UNDIP. hal. 19.
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Konsep KUHP memang masih diperlukan, meski  disadari bhanyak
alagan vyang dapat dikemukakan terhadap silkap vang tidak
menerima dan bahkan menclal pidana mati bail ssbagal  ancaman
mavpun pelaksanaannva. Roeslan Saleh mengatalan bahwa selagi

orang itu masih dapat dikuasai, sehingga dia  lidak  berdaya

'—.—l

Al
agl untuk memperkosa dan merusak-rusak lketertiban Thukum,
selama itu pulalah pidana mati dipandang tidal patut. Kecuali
kalau orang itu tidak dapat dikuasal sehingga dengan tidak
menguasainva itu dia . f#13 '
bebaz merusak dan memperkosa ketertiban hukum. maka disanalah
membunuh orang itu davat dibenarkan. 22

Pendapat Roeslan Saleh tersebut di atas akan sempalkin
dapat dinvakini apabila juga disimal kata-katanva vang memang
cukup bijak dan mengandung kebenaran., vaitu “keadilan alan
menambah keluhuran suatu bangsa. tetapi dosa adalah  cacad

vang paling hina dari pada bhangsa itu”

FENLITUR

Heberapa keslwmpulan yang dapat ditarik sebagal penutup
dari penbahasan tentang vidana mati Jdilihat darl  perspektif

mbrabaruan hukuwn pidana ind adalah

1. Pidans mati suatu Jenils pidans tertua dan terberat
vang  dikenszl  dalam zeldarah peradaban manuslia bternyala
magih  tetbtay  dipsrtahankan dalam hukum pidana positif
Indonesia, bail dalam FKital Undang-undang Hukum  Pidana
maupun dalan beberapa perundans-undansan di Tuar KUHDP,

T, Ferbeda denzan kebijakan leoilslatif vane ada (KUHPY vans

menempatkan  pidana mati sebagal vidana  vohok,  Pembaharu
Hukum Pidana Indoneszsia telah menempathan oldsana matl dalam
Eonsep KUHP-nva sebagal pidana vang berasilat khusus.

3. Upava-upava penbaharuan hukuan  pldana khususnya  terhadap

mazalah pidana matl vang telah dilakukan dengan memakal

12,

Foexlan Zalsh. Op cit, hal. 29,
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ﬂemperhatikan aapek~aspek hak agasi manu%ia.
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